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Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik 
x 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  




a dan i 
 
  








Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




















a dan garis di 
atas 
  













u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa 
alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari 
al-Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama 
juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 






NAMA : MUSYARRAFAH M 
NIM : 10100113098 
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NASAB 
YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI 
PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI 
KELAS I B 
Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun 
perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin 
tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan orang tuanya. Selain 
itu wali dalam perkawinan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili 
pihak mempelai perempuan atau memberi izin perkawinannya. Dalam praktek di 
masyarakat khususnya di daerah Polewali Mandar,  ada kalanya orang yang berhak 
menjadi wali nikah enggan untuk menikahkan anaknya karena beberapa alasan, 
baik alasan yang dibenarkan oleh syar’i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar’i. 
Oleh karena itu, yang menjadi  pokok permasalahan dalam skripsi ini bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap wali nasab yang enggan menikahkan calon 
mempelai perempuan di Pengadilan Agama Polewali kelas I B, dari pokok 
permasalahan terebut terdapat tiga sub masalah yaitu apa yang menjadi alasan wali 
nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan pada Pengadilan Agama 
Polewali, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali 
dalam mengabulkan permohonan penetapan Wali Adhal dan bagaimana pandangan 
hukum Islam tentang Wali Adhal. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan 
menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan 
Agama Polewali, sedangkan respondennya adalah hakim-hakim yang ada di 
Pengadilan Agama Polewali. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi 
wawancara dan studi kepustakaan.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan wali nasab yang enggan 
menikahkan calon mempelai perempuan tidak berdasarkan hukum, sehingga hakim 
mengabulkan permohonan penetapan wali adhal dengan pertimbangan 






P E N D A H U L U A N 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis kelamin 
yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi 
satu sama lain, saling melengkapi dan saling membina hubungan. Hubungan 
antara laki-laki dan perempuan tersebut menyebabkan adanya hubungan yang 
lebih bersifat khusus. Hubungan khusus antara manusia yang berlainan jenis 
dikenal masyarakat sebagai hubungan dalam perkawinan: “perkawinan adalah 
sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada 
manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”.1 
Allah swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup 
mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau 
tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, 
maka Allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga laki-
laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu 
ikatan berupa perkawinan.2 
Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga 
yang sakinah, mawaddah, dan warahmah di hadapan Allah swt. Hal ini sesuai 
                                                             
 1Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 
1999), h. 9.  





dengan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang menyatakan : 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang 
laki-laki sebagai suami isteri dengan tujuan  membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 
 Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk 
agama Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai 
dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Orang tua 
sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada 
tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi 
wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai. 
 Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu 
rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang 
pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan orang 
tuanya. Selain itu wali dalam perkawinan adalah orang yang melakukan akad 
nikah mewakili pihak mempelai perempuan4 atau memberi izin perkawinannya.  
 Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk 
dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya 
keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah 
mengetahui bahwa keduanya se-kufu. 
Dalam praktek di masyarakat,  ada kalanya orang yang berhak menjadi 
wali enggan untuk menikahkan anaknya karena beberapa alasan. Beberapa alasan 
                                                             
 3Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I; Surabaya: 
Kencana, 2008), h. 103. 
 4Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam (Makassar: Alauddin 





yang sering di kemukakan oleh wali dalam persidangan diantaranya uang belanja 
yang dibawa oleh calon mempelai laki-laki tidak sesuai dengan keinginan wali 
calon mempelai perempuan, wali calon mempelai perempuan tidak menyukai 
calon mempelai laki-laki, ada juga wali enggan menikahkan karena tidak 
terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada calon mempelai laki-
laki. Termasuk di daerah Polewali Mandar, wali nikah seringkali menjadi 
halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak 
ternyata tidak bersedia atau menolak (adhal) menjadi wali nikah bagi calon 
mempelai perempuan  dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh 
syar’i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar’i. 
  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji dan menulis 
skripsi tentang bagaimanakah ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab 
yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama 
Polewali Kelas IB”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi: 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon 
Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB”. 
Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat dan mempelajari 





hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 
sebagainya).5 
Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. 
dan atau sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.6 
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai 
perempuan dan berhak menjadi wali.7 
Enggan menikahkan adalah tidak mau menikahkan atau tidak menyetujui 
pernikahan anak perempuannya dan wali yang enggan menikahkan anak 
perempuannya disebut dengan wali adhal. 
2. Fokus Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama polewali dan penulis 
mengambil batasan objek penelitian dari penetapan wali adhal yang ada di 
Pengadilan Agama polewali serta hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama 
Polewali. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasaran dari latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok 
permasalan adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan 
Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas 
                                                             
 5Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2008), h. 1470. 
 6Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), h. 9. 





IB, dari pokok permasalahan tersebut terdapat tiga sub masalah, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Apa yang menjadi alasan wali nasab menolak menikahkan calon mempelai 
perempuan pada Pengadilan Agama Polewali ? 
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali 
dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal ? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang wali adhal? 
D. Kajian Pustaka 
Eksistensi kajian pustaka dalam poin dimaksudkan memberi pemahaman 
serta penegasan bahwa terdapat beberapa buku yang menjadi rujukan dan 
tentunya relevan dengan judul skripsi penulis yakni: Tinjauan Hukum Islam 
terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di 
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. Adapun buku yang menjadi rujukan dalam 
pembuatan skripsi ini yakni, sebagai berikut: 
1) Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003). Buku 
ini berisikan tentang penjelasan mengenai kegiatan manusia yang langsung 
berhubungan dengan kehidupan beragama sehari-hari yang mecakup empat 
rubu’ yaitu: Ibadah, Munakahat (perkawinan), Faraidh (Kewarisan), 
Mu’amalat, Jinayah. 
2) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: 
Kencana, 2004). Buku ini membahas mengenai aspek-aspek dalam 
perkawinan berdasarkan hukum perundang-undagan yang ada di Indonesia 
dan kitab-kita fikih dari beberapa mazhab. 
3) M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah 





hukum pernikahan dan segala masalah yang terkait dari sebelum akad nikah 
sampai bubarnya sebuah rumah tangga. 
4) Moh. Rifa’I, Ilmi Fiqih Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 
1978). Buku ini berisikan penjelasan tentang ilmu fikih Islam yang 
didalamnya dilengkapi dalil-dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits yang 
berhubungan dengan permasalahan fikih dan juga terdapat beberapa 
pendapat dalam kitab-kitab fikih yang terkenal. 
5) Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka 
Setia, 1999). Buku ini berisikan tentang penjelasan mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan Hukum Perkawinan dalam Islam yang meliputi: tata cara 
peminangan dalam Islam, akad perkawinan, wali dan saksi dalam 
perkawinan, jenis mahar, kedudukan harta dalam perkawinan dan lain 
sebagainya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan dari penelitian: 
1) Untuk mengetahui alasan wali nasab menolak menikahkan calon 
mempelai perempuan pada Pengadilan Agama Polewali. 
2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Polewali dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal. 
3) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang wali 
adhal. 
2. Kegunaan dari penelitian: 
1) Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam 





2) Dapat memberikan bantuan pemikiran bagi mahasiswa yang 
membutuhkan penjelasan dalam masalah-masalah perkawinan khususnya 
mengenai wali dalam perkawinan. 
3) Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai aspek-aspek 




















1. Pengertian Perkawinan 
Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 
kelamin atau bersetubuh.1 Perkawinan yang ada dalam istilah hukum Islam 
disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan 
diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan 
kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua 
belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang 
meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah 
swt.2sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa/4: 24: 
ُُتَانَصْحُمْلاَوَُُنِمُءاَسِّنلاُُالِإُاَمُُْتََكلَمُُْمُُكناَمَْيأَُُبَاتِكُُِّاللُُْمُكَْيلَعَُّ لُِحأَوَّمَُكلَّا  مَّءاَرَوَّ




“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali 
hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai 
ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu 
untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang 
telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka 
sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu 
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telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Maha Bijaksana.”3 
Dalam Pasal 1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai berikut: 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.4 Oleh 
karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam memiliki nilai ibadah, 
sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah 
akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.5 
Adapun pendapat beberapa para ahli mengenai perkawinan sebagai 
berikut: 
1) Ibrahim Husen: Nikah dapat berarti aqad yang dengannya menjadi halal 
hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti 
lain adalah bersetubuh.6 
2) Kamal Muchtar: perkawinan dalam bahasa arab memiliki dua arti yaitu arti 
sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebanarnya nikah adalah “dhaam” atau 
menghimpit, menindih dan berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah 
sama dengan “wathaa” atau bersetubuh.”7 
                                                             
 3Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 
Diponegoro, 2011), h. 82. 
 4Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam, h. 122. 
 5Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.7. 
 6Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk (Jakarta: 
Ulumudin, 1971), h. 65. 
 7Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 





3) Sajuti Thalib : Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh 
untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih 
mengasihi, tentram dan bahagia.8 
4) Yahya Harahap : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera berdasarkan pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa.9 
5) Mahmud Yunus: menurut syara’ nikah itu pada dasarnya ialah aqad  antara 
calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul suami isteri.10 
 Perkawinan dalam hukum Islam sesuai tuntunan Rasulullah saw. 
merupakan sunnah dan anjuran bagi umat manusia yang sudah mampu baik lahir 
maupun batin. Perkawinan diharapkan dapat menjaga hawa nafsu dan untuk 
mendapatkan keturunan yang sah dalam kehidupan yang bahagia dan kekal atas 
ridho Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan 
Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing 
individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun 
demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang 
akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin 
menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. 
                                                             
 8 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2. 
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  Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal (3) adalah 
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan warahmah. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan 
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Hal ini berarti perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai 
memerperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami 
isteri membantu untuk mengembangkan diri. 
  Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh 
perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah 
tangga, dan umat. Perkawinan dinyatakan oleh Allah swt. sebagai suatu ikatan 
yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan meninggalkannya. 
Disamping itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena 
tujuan yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri.  
  Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan11 
yaitu: 
1) Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan. 
2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 
kasih sayangnya. 
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan 
yang halal. 
                                                             





5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas 
dasar cinta dan kasih sayang. 
Lebih lanjut Soemijati, S.H. memberikan penjelasan mengenai tujuan 
perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, 
berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu 
keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang telah diatur oleh syariah.12 
 Dasar Hukum Perkawinan13:  
  Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara’.  
a. Al-Qur’an 
QS an-Nisa/4: 3: 
ُُىَمَاَتيْلاُِيفُْاُوطِسُْقت ُاَلأُُْمتْفِخُِْنإَوَََّثُلاثَوََّىن ثَمَّءاَسِّنلاََّن ِّمَّمَُكلََّباَطَّاَمَّ اوُحِكنَاف
َّ ةَدِحاََوفَّ اُولِد  َعتَّ َلاأَّ  ُمت فِخَّ  ِنَإفََّعَابُرَوُُْاُولوَُعت ُاَلأَُىنَْدأَُِكلَذُْمُُكناَمَْيأُْتََكلَمُاَمَُْوأ-٣-ُ
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 
seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.Yang 
demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”14 
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 13Moh. Rifa’I, Ilmu Fiqh Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 1978) h. 454. 
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QS an-Nur/24: 32: 
اوُحِكنَأَو ىَماَيَ ألْا  أمُكنِم  َنيِحِلا َّصلاَو  أنِم  أمُكِداَبِع  ْمُكِئاَِمإَوِْنإْاوُنوُكَيْءاَرَُقفُْْمِهِن  غُيَُْْاللّْ
نِمِْْهِل  ضَفَُْْاللَّوْ ْعِساَوْ ْميِلَعْ-٢٣- 
Terjemahnya: 
“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, 
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”15 
b. Hadits 
HR Bukhari dan Muslim: 
ُُاللَُيِضَرٍُدْوُعْسَمُِْنبُ ِاللِدْبَعُْنَعُُالَسَوُِهَْيلَعُُاللُىالَصُ ِاللُُلْوُسَرَُاَنلَُلَاق:َلَاقُُهْنَعَُم
:ُُنَصَْحاَوُ ِرََصبِْللُ ُّضََغاُ ُهاِنَافُ ْخُ َقََزَتيَْلفُ َةَءَابْلاُ ُمُكْنِمُ َعَاَطتْساُ ِنَمُ ِبَاب اشلاَرَشْعَمَايُ
لُِابُِهَْيلََعفُْعَِطتَْسيَُْملُْنَمَوُ،ِجَْرفْلِلَُِافُِمْو اص ُءاَجِوَُُهلُُهان.)ملسمُوُىرُاخبلاُهاور(ُ
Artinya: 
“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada 
kami: “hai kaum pemuda, apa bila diantara kamu kuasa untuk kawin, 
hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan 
kemaluan; barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu 
jadi penjaga baginya”. (HR Bukhari dan Muslim). 
 HR Bukhari dan Muslim: 
َُمالَسَوُ ِهَْيلَعُ ُاللُىالَصُ اِيبانلُ اُ اَناُ ُهْنَعُ ُاللَُيِضَرُ ٍِكلُ اَمُ ِنْبُ َِسَناُ ْنَعَُُانَْثاَوُ َاللَدَمَح
َُعَُبِغَرُْنََمفُ،َءاَسِّنلاُُجَُقََزَتاَوُُرِطُْفاَوُ،ْيِّلَُصاَاَناُْيانَِكلُ:لَاقَُوُِهَْيلَعَُْسَيَنفُِْيتانُسُْن
)ملسمُوُىرُاخبلاُهاور(ُ.ْىِّنِم      
Artinya: 
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Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi saw. memuji Allah dan 
menyanjung-Nya beliau berkata: “akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku 
berpuasa, aku makan dan aku mengawini perempuan; barangsiapa yang 
tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku”. (HR Bukhari 
dan Muslim). 
 Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah 
itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu 
wajib. Para ulama Maliki Muta’akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib 
untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi 
golongan lainnya. 
 Secara rinci hukum perkawinan adalah sebagai berikut16: 
a. Wajib 
 Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah 
mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari 
perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah menikah. 
 Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang 
menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinahan manakala ia 
tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. 
b. Sunnah 
 Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu 
mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah 
sunnah. 
 Baik ulama Hanafiyah maupun Hambaliyah, mereka sependapat bahwa 
menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus 
dalam lembah perzinahan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu 
                                                             





sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan 
karena ia mampu melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta 
mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan ulama Syafi’iyah menganggap 
bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk 
mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. 
c. Haram 
 Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi 
nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada isterinya serta nafsunya 
tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan 
keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram. 
 
d. Makruh 
 Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan 
tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikannya 
karena ia kaya dan tidak mampu mempunyai keinginan syahwat yang kuat.  
 Para ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh 
bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu 
memenuhi kewajibannya kepada isterinya. Adapun ulama syafi’iyah mengatakan 
bahwa menikah itu hukumnya bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran 
tidak mampu memberikan kewajibannya pada isterinya. 
e. Mubah 
 Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera 





mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang 
tidak mempunyai keiginan untuk menikah. 
3. Asas-Asas Perkawinan 
 Yang dimaksud dengan asas dan prinsip perkawinan dalam undang-
undang perkawinan adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan 
dikembangkan dalam materi batang tubuh dari undang-undang ini. Adapun asas-
asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan adalah 
sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum undang-undang perkawinan, 
sebagai berikut17: 
1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material. 
2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 
penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam 
daftar pencatatan. 
3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki 
oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan 
mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun 
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demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri, meskipun 
hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat 
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan 
oleh pengadilan. 
4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus 
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus 
dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah 
umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang 
perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan 
itu, maka undang-undang  ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi 
laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun 
untuk perempuan. 
5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, 
kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk 
mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus 
ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. 
6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami 
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. 
 Apabila kita coba perhatikan asas-asas perkawinan di atas, kita dapat 





1) Asas pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan 
firman Allah swt. dalam QS ar-Rum/30:21. 
2) Asas kedua, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 
kepercayaan pihak yang melaksankan perkawinan dan harus dicatat. 
3) Asas ketiga, asas monogami sejalan dengan firman Allas swt. dalam QS al-
Nisa/4:3. 
4) Asas keempat, juga sejalan dengan QS ar-Rum/30:21 seperti telah dikutip 
diatas. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila 
kedua mempelai telah masak jiwa raganya. 
5) Asas kelima, mempersulit terjadi perceraian.  
6) Asas keenam, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kewajiban suami, hal ini sejalan dengan firman Allah swt. QS al-
Nisa/4:32.18 
 Asas-asas dalam undang-undang perkawinan19 adalah sebagai berikut : 
a. Asas sukarela. 
orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan laki-
laki atau perempuan pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan 
menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran 
agama yang mereka anut. untuk kedua calon mempelai harus ada kerelaan mutlak 
untuk melangsungkan perkawinan yang mereka  harapkan. Mereka harus 
mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk 
mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. 
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b. Asas Partisipasi Keluarga 
 Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan 
hidupnya berdasarkan asas sukarela, tetapi pertisipasi keluarga sangat diharapkan 
didalam pelaksanaan akad perkawinan. Pihak keluarga masing-masing pihak 
diharapkan memberi restu perkawinan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, 
partisipasi keluarga sangat diharapkan dalam hal peminangan dan dalam hal 
pelaksanaan perkawinan. 
c. Perceraian Dipersulit 
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan  
dan menekan angka perceraian pada titik yang paling rendah. Undang-undang ini 
merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. 
Perceraian yang dilaksanakan diluar sidang pengadilan dianggap tidak 
mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui keberadaannya. 
Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit 
pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya 
memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan secara 
baik di hadapan sidang pengadilan. 
d. Poligami Dibatasi dengan Ketat 
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
menggunakan istilah “Poligami” yang sudah popular dalam masyarakat. Menurut 





namun demikian beristeri lebih dari seorang dapat dibenarkan asalkan tidak 
bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Undang-undang perkawinan 
ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan lebih dari seorang dengan 
alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu. 
e. Kematangan Calon Mempelai 
 Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan 
sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang 
selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar hal in 
dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, 
kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan 
dalam berpikir dan bertindak. 
f. Memperbaiki Derajat Kaum Perempuan 
 Sebelum berlakunya undang-undang Perkawinan ini, banyak suami yang 
memperlakukan isterinya dengan tindakan sewenang-wenang, menceraikan 
isterinya tapa alasan yang jelas. Kebanyakan kaum perempuan segan menuntut 
suaminya ke pengadilan, kebanyakan mereka memilih diam dan menanggung 
derita yang tidak habis-habisnya. Oleh karena itu, Kehadiran undang-undang 
perkawinan ini diharapkan dapat melindungi kaum perempuan agar dapat hidup 
sesuai norma-norma hukum dan adat istiadat yang berlaku. 
4. Syarat dan Rukun Perkawinan 
 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 





tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada 
atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa 
rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau 
unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di 
luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan 
rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada 
pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur 
rukun.20 
Dalam hukum Islam memberikan ketentuan sahnya akad nikah 
(perkawinan) dengan tiga macam syarat:21 
1) Dipenuhinya semua rukun nikah. 
2) Dipenuhinya syarat-syarat nikah. 
3) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang telah ditentukan oleh 
syari’at. 
a. Rukun Nikah  
 Rukun nikah adalah sebagai berikut:  
1) Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara 
syar’i untuk menikah.  
2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan 
posisi wali.  
3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang 
mewakilinya.  
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4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang 
yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.  
5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu 
pernikahan. 
b. Syarat Nikah  
 Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut 
adalah:22 
1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki antara lain beragama Islam, laki laki, 
jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak 
terdapat halangan perkawinan.  
2) Bagi calon mempelai perempuan antara lain beragama Islam, perempuan, 
jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan 
perkawinan. 
3) Bagi wali dari calon mempelai perempuan antara lain: laki-laki, beragama 
Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi 
wali. 
4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab 
qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.  
5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:  
a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;  
b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki; 
c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya; 
d) Antara ijab dan qabul bersambungan; 
e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; 
                                                             





f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji 
atau umrah; 
g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, 
yaitu calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, wali mempelai 
perempuan atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.  
B. Perwalian 
1. Pengertian Wali 
 Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan 
bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan 
menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum 
(agama dan adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak 
itu dewasa; pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah 
(yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).23 Yang dimaksud 
dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya 
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali 
dalam perkawinan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan 
dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-
laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang 
dilakukan oleh walinya.24 
 Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang 
yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab atau yang lebih kuat hubungan 
darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi’I mengatakan 
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bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis 
ibu.25 
2. Kedudukan dan Syarat-Syarat Wali 
 Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan 
tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali26. Sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan 
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang 
bertindak untuk menikahkannya. 
 Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam 
perkawinan. Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali 
dalam perkawinan, yaitu: 
 Imam Syafi‘I dan Imam Maliki berpendapat bahwa wali merupakan salah 
satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu 
perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Selain itu 
mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan 
perempuan biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak 
pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal 
perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung 
akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini 
benar-benar tercapai dengan sempurna. 
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 Sedangkan pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hananfi) 
berpendapat bahwa jika perempuan itu telah baligh dan berakal, maka ia 
mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu 
Abu Hanidah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau 
menganalogikan dimana kalau perempuan sudah dewasa, berakal dan cerdas 
bertindak dalam hukum-hukum mu’amalat menurut syara’, maka dalam akad 
nikah mereka lebih berhak lagi.27 
 Memang tidak ada satu ayat Al-Qur’an yang menjelaskan secara jelas yang 
menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur’an 
terdapat petunjuk yang tidak menunjukkan keharusan adanya wali, tetapi dari ayat 
tersebut dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula 
ayat-ayat Al-Qur’an yang difahami perempuan dapat melaksanakan sendiri  
perkawinannya. 
 Berikut ayat-ayat Al-Qur’an yang mensyaratkan adanya wali : 
1) QS al-Baqarah/2: 221: 
ََّلاَوََّّ اوُحِكَنتََِّّتاَكِر  شُم لاَّى تَحََّّ نِم  ُؤيَُّ ةََملأَوُُ َةنِمْؤ ُّمُ ُرْيَخُن ِّمٍُُةَكِرْش ُّمَُُْولَوُُْمُكَْتبَجَْعأَُُلَوُ




“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) 
sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman 
lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedangkan Allah Mengajak ke surga dan ampunan 
                                                             





dengan izin-Nya. (Allah) Menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar 
mereka mengambil pelajaran.”28 
2) Qs an-Nur/24: 32: 
اوُحِكنَأَو ىَماَيَ ألْا  أمُكنِم  َنيِحِلا َّصلاَو  أنِم  أمُكِداَبِع  أمُكِئاَِمإَوِْنإْاوُنوُكَيْءاَرَُقفُْْمِهِن  غُيْ
َُْاللّْنِمِْْهِل  ضَفَُْْاللَّوْ ْعِساَوْ ْميِلَعْ-٢٣- 
Terjemahnya: 
“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”29 
 Kedua ayat tersebut di atas menunjukkan keharusan adanya wali, karena 
yang pertama larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki 
musyrik, sedangkan ayat kedua  suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang 
masih bujang. Jika perempuan itu berhak secara langsung menikahkan dirinya 
dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya pedoman ayat tersebut 
ditujukan kepada wali, seperti halnya juga perempuan menikahkan perempuan 
atau perempuan menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram dan dilarang.30 
 Jumhur Ulama disamping menggunakan ayat-ayat diatas sebagai dalil 
yang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan 
serangkaian hadits-hadits dibawah ini: 
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Dari ‘Aisyah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: “Tidak sah suatu 
pernikahan, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. 
(HR Ahmad dan Baihaqi) 




Aisyah berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Siapapun perempuan yang 
menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal. (HR Tirmidzi)31 
3) Hadits Nabi dari Abu Hurairah ra.: 
ُُهْنَعُُاللَُيِضَرَُةَرْيَُرهُِْىَباُْنَعَُُزتَلُ:َُمالَسَوُِهَْيلَعُُاللُىالَصُِاللُُلْوُسَرَُلَاق:َلَاق ُُج ِّو
َُلَوُ ،ََةأْرَمْلاُ َُةأْرَمْلاَاهَسَْفنُ َُةأْرَمْلاُ ُج ِّوَُزت.ُاقثُ هلُ اجروُىنطقرادلاوُ هجامُنباُ هاور(
.)تُ
Artinya: 
Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: 
“Janganlah perempuan mengawinkan orang perempuan, dan janganlah 
perempuan mengawinkan dirinya sendiri”. (HR Ibnu Majah, Daruquthni dan 
rawi-rawinya dapat dipercaya).32 
 Golongan Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya 
wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadits pertama diatas 
dengan menyatakan bahwa hadits tersebut mengandung dua arti: pertama, tidak 
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sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah. Kedua, 
bila kata tidak itu diartikan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan 
yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempuan 
tersebut Ulama Hanafiyah, seperti ulama jumhur juga mewajibkan adanya wali. 
 Sedangkan terhadap hadits yang kedua Ulama Hanafiyah dan pengikutnya 
mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang 
dilakukan tanpa izin dari wali, bukan yang mengawinkanya hanyalah wali. Hadits 
yang melarang perempuan mengawinkan dirinya sendiri atau perempuan lain itu 
adalah bila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa boleh saja 
dia mengawinkan dirinya atau orang lain.33 
 Adapun golongan yang tidak mensyaratkan wali, menggunakan ayat-ayat 
sebagai berikut : 
1) QS al-Baqarah/2: 232 




“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai 
idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan 
calon suaminya apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan 
cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih 
bersih. Dan Allah Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. ”34 
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2) QS al-Baqarah/2:234 
َْنيَِذلاَوَْْن  وَفَوَتُيْ ْمُكنِمَْْنوُرَذَيَوْْ اجاَو  َزأَْْن  صَبَرَتَيَْْنِهُِسفَنأِبَْْةَعَب  َرأْ ْرُه  َشأَْْعَوْ ار  شْاَِذإَف 
 َن أغَلَب  َّنُهَلَجَأ  َلَف  َحاَنُج  أمُك أيَلَع اَميِف  َنألَعَف يِف  َّنِهِسُفنَأ  ِفوُر أعَمألاِبُّْْاللَّوِْْباَمَْْنُولَم  عَتْ
 ْريِبَخْ-٣٢٢ - 
Terjemahnya: 
“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri 
hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. 
Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada 
dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka 
menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”35 
 Ayat pertama diatas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini 
bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya dan ayat kedua perempuan itu 
berbuat atas dirinya (maksudnya kawin). Dalam kedua ayat diatas pelaku dari 
perkawinan itu  adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali. 
 Dari ayat-ayat diatas Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi’ah Imamiyah 
berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat 
melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan 
rasionalnya ialah orang yang sudah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum 
dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.36 
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1) Hadits Nabi dari Ibnu Abbas ra.: 
ُْنِمَاهِسَْفِنبُ ُّقََحاُ ُبِّياثَْلاُ :ُ َلَاقُ َمالَسَوُ ِهَْيلَعُ ُاللُىالَصُ ِاللُ ُلْوُسَرُ اَناُ ٍساابَعُ ِنْبِاُ ْنَع
ُ.َاهِِّيلَوىراخبلالاُةعُامجلاُهاور()   ُ
Artinya: 
Dari ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “janda itu lebih 
berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya. (HR Jama’ah, kecuali 
Bukhari).37 
 Pendapat yang berbeda prinsip tersebut diatas dapat dirinci sebagai 
berikut38: 
1) Ulama Hanafiyah dan Ulama syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk 
perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan 
adanya wali yang mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan 
yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad 
perkawinannya tanpa adanya wali. 
2) Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad 
perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa  atau masih 
kecil, janda atau perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama 
sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. 
3) Pendapat Imam Malik menrut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu 
perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut 
riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak 
wajib dalam literatur lain dikutip bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan 
bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang bangsawan dan 
tinggi martabatnya, selain itu tidak diperlukan wali. 
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4) Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil 
atau belum sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan 
yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan 
perkawinan.  
 Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan diatur sebagai berikut: 
1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 
ayat 2). 
2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud 
ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya (Pasal 6 ayat 3). 
3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).  
 Syarat-Syarat wali. Untuk menjadi seorang wali harus memenuhi beberapa 
syarat : 
1) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk 
muslimah. Hal ini berdalil dari firman Allah swt. dalam QS al-Imran/3: 28 
2) Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil aau orang gila tidak 
berhak menjadi wali. 







ُ َُةأْرَمْلا.َاهَسَْفنُ َُةأْرَمْلاُ ُج ِّوَُزتَلَوُ ،ََةأْرَمْلا ُاقثُهلُ اجروُىنطقرادلاوُهجامُنباُهاور(
.)تُ
Artinya: 
Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: 
“Janganlah perempuan mengawinkan orang perempuan, dan janganlah 
perempuan mengawinkan dirinya sendiri”. (HR Ibnu Majah, Daruquthni dan 
rawi-rawinya dapat dipercaya). 
4) Orang merdeka  atau tidak berada dalam pengampuan. 
5) Adil dalam artian tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering 
terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. 
Ulama Syafi’I tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan.  
6) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umroh. 
3. Macam Macam Wali 
 Macam-macam wali ada empat, yaitu : wali nasab, wali hakim (sultan), 
wali tahkim, dan wali maula. 
a. Wali nasab  
 Wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan 
darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum 
Islam.39 Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama 
fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas asabah, 
kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. 
 Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, 
kemudian ayah sampa ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, 
kemuadian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari dari 
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saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki 
seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas. 
 Dalam Al-Mulgi terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama daripada 
saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, 
kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara 
laki-laki sampai kebawah, kemudia bekas tuan (Al-Maula). 
 Imam Syafi’I berpegang pada asabah, yakni bahwa anak laki-laki 
termasuk asabah seorang perempuan, Sedangkan Imam Malik tidak 
menganggap asabah pada anak.40 
 Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai 
berikut: 
1) Ayah 
2) Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas 
3) Saudara laki-laki seayah seibu 
4) Saudara laki-laki seayah saja 
5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu 
6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 
7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu 
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah 
9) Anak laki-laki no.7 
10) Anak laki-laki no 8 dan seterusnya 
11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu 
12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja 
13) Anak laki-laki no 11 
                                                             





14) Anak laki-laki no 12 dan seterusnya 
 Singkatnya urutan wali adalah : 
1) Ayah seterusnya ke atas 
2) Saudara laki-laki ke bawah 
3) Saudara laki-laki ayah ke bawah 
 Wali nasab dibagi menjadi dua macam, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali 
ab’ad (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor 
urut 1, sedangkan nomor urut dua menjadi wali ab’ad. Jika nomor urut 1 tidak 
ada, maka nomor urut 2,3, 4 dan seterusnya menjadi wali ab’ad. 
 Adapun perpindahan wali aqrab menjadi wali ab’ad adalah sebagai 
berikut: 
1) Apabila wali aqrabnya nonmuslim 
2) Apabila wali aqrabnya fasik 
3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa 
4) Apabila wali aqrabnya gila 
5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.41 
b. Wali Hakim 
 Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 
mempelai perempuan yang tidak punya wali.42 Sabda Rasulullah saw.: 
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َُاهُحاَِكَنفَُاهِِّيلَوُِنَْذاُِرْيَِغبُْتَحََكنَُْرفْنِمُ الََحتْسااَِمبُرْهَمْلاَُاَهَلفَُاهِبَُلَخَدُِْنَافُ،  لَِطب َاهِج 
ُاِيلَوَلُ ْنَمُ ُِّيلُ َوُ ُنَاطْل ُّسلَافاْوُرََجتْشُ ِِنَاف،َُُُهل ُهحىصوُئاسنلالاُ ةعبرلأاُ هجرخا(
.)مكاحلاوُنابحُنباوُةناوعوباُ
Artinya: 
Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “siapapun perempuan 
yang menikah tidak seizin walinya, maka batallah perkawinannya; dan jika 
ia telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia 
telah menghalalkan kemaluannya; dan jika terdapat pertengkaran antara 
wali-wali, maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak 
mempunyai wali”. (HR Imam yang empat kecuali Nasa’I dan disahkan oleh 
Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibbah serta Hakim).43 
 Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah (ُُناَطْل ُّسا), 
Khalifah (pemimpin), Penguasa )  سْيِيِئَر(, atau qadi nikah yang diberi wewenang 
dari kepala Negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim. 
 Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat 
oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim 
(ُِدْقَعْلاَوُ ِّلَحْلا(ُُلَْهأ. 
 Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam 
kondisi seperti berikut: 
1) Tidak ada wali nasab 
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali nasab 
3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau dua hari 
perjalanan 
4) Wali aqrab di penjara dan tidak bias ditemui 
5) Wali aqrabnya adhol 
                                                             





6) Wali aqrabnya sedang ihram 
7) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit) 
8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah 
9) Perempuan akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak 
ada. 
 Wali hakim tidak berhak menikahkan : 
1) Perempuan yang belum balig 
2) Kedua belah pihak (calon laki-laki dan perempuan) tidak sekutu 
3) Tanpa izin perempuan yang akan menikah 
4) perempuan yang berada di luar daerang kekuasaannya. 
c. Wali Tahkim 
 Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon 
isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami 
mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat 
bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si…(calon isteri) dengan 
mahar…dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, 
calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu 
menjawab, “saya terima tahkim ini.” 
 Wali tahkim terjadi apabila: 
1) Wali nasab tidak ada 
2) Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada 
wakilnya disitu 
3) Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR) 





 Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya 
sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya 
bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama 
adalah hamba sahnya yang berada dibawah kekuasannya. 
 Diceritakan dari Said bin Khalik, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata 
kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang meminang saya. 
Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. 
Kemudian, Abdur Rahman bertanya, “Apakah berlaku juga bagi diri saya? “ia 
menjawab,” Ya.”Lalu kata Abdur Rahman, “Kalau begitu aku nikahkan diri saya 
dengan kamu.” 
 Malik berkata, andaikata seorang janda berkata kepada walinya. 
“Nikahkanlah aku dengan laki-laki yang engkau suka, lalu ia nikahkan dengan 
dirinya, atau laki-laki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka 
sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” 
Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i. 
 Adapun Imam Syafi’I berkata, “Orang yang menikahkannya haruslah 
hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, 
wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya 
sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. 
 Ibnu hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi’I dan Abu Dawud, ia 
mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiyaskan dengan seorang penjual yang 





sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya 
sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumya boleh.44 
4. Wali Adhal 
 Adhal secara bahasa dalam kamus munjid berasal dari kata َُلَضَع 
diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang 
mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan 
menikah tapi tidak memaksakan kehendak yang dilarang adalah apabila 
mempersempit dan menghalangi pernikahan dengan cara-cara menyulitkan. Jadi 
wali adhal adalah mencegahnya wali terhadap perempuan yang sudah dewasa dari 
pernikahan yang sekufu dan masing-masing dari keduanya sudah saling 
mencintai. Wali adhal juga bisa diartikan wali yang enggan atau wali yang 
menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau 
menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya 
dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. 
 Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk 
dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya 
berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah 
ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar 
mencabut keberatannya itu.45 
Kenyataannya banyak terjadi di masyarakat, bahwa seorang perempuan 
atau calon mempelai perempuan berhadapan dengan keinginan orang tuanya yang 
berbeda. Termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami 
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untuk anaknya) ada yang sama-sama setuju dan mengizinkannya dan ada juga 
orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihan 
anaknya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena 
alasan lain. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama memiliki 
tanggung jawab, bagaimana menentukan pasangan yang sesuai dengan harapan 
dan keinginannya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang 
tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada 
beberapa anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya dengan tujuan 
hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang 
diinginkan hukum dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak 
mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan 
menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat 
bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research). Bila 
mana dilihat dari segi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 
deskriptif yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara 
sistematik dan karakteristik mengenai situasi atau kejadian sehingga dapat lebih 
mudah difahami dan disimpulkan.1Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang sistematik mengenai fakta yang berhubungan dengan 
permasalahan tentang wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai 
perempuan atau yang sering disebut wali adhal. 
 Lokasi penelitian terletak pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB di 
Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis 
sosiologis (Sociologys Legal Research) dan pendekatan Syar’i. Pendekatan 
yuridis sosiologis (Sociologys Legal Research) yaitu pendekatan penelitian yang 
mengkaji presepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan 
masyarakat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang dijadikan 
dasar oleh hakim dalam menetapkan perkara wali adhal, sedangkan pendekatan 
                                                             





syar’i yaitu pendekatan terhadap hukum Islam (dalam Al-Qur’an dan Hadits) 
yang memiliki hubungan dengan permasalahan wali adhal.  
C. Sumber Data 
1. Data Premier adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti. 
2. Data Sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 
bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan. 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan-bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan 
yang berkaitan dengan objek penelitian. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah 
hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. 
c. Bahan hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah penjelasan atau petunjuk mengenai bahan 
hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, 
majalah, surat kabar, dan sebagainya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian Keperpustakaan (Library Research) 
Data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, 
dokumen resmi dan hasil penelitian. 






Observasi adalah suatu proses pengumpulan data dengan 
menggunakan metode pengamatan dan ingatan terhadap orang dan juga 
obyek-obyek alam lainnya.2 Observasi yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya 
mengamati sidang penentapan wali adhal. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang 
lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 
tertentu.3 Dimana dalam penelitian ini akan melakukan wawancara 
dengan beberapa pejabat di Pengadilan. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik 
dalam bentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental. Teknik 
pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari 
penggunaan metode-metode lainnya dalam penelitian kualitatif. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam Penelitian ini yang menjadi Instrumen penelitian adalah peneliti 
sendiri yang fungsinya menetapkan fokus penelitian guna melakukan 
pengumpulan data menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 
membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya. Ada beberapa jenis instrument yang 
digunakan peneliti, yaitu : 
                                                             
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 
Alfabeta, 2013), h.145. 
3Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII;  Bandung: PT Remaja 





1) Panduan Observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 
pengumpulan data pada proses penelitian. 
2) Panduan wawancara adalah alat bantu berupa daftar pertanyaan yang 
dipakai dalam pengumpulan data, alat tulis dan buku catatan untuk mencatat 
semua percakapan dengan sumber data. 
3) Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 
atau arsip dan foto kegiatan pada saat penelitian. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
 Penelitian ini menggunakan metode pengelolaan kualitatif : 
1) Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data atau catatan hasil 
wawancara kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan 
tertentu. 
2) Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memaparkan dan 
memasukkan data dalam bentuk grafik dan tabel yang diinginkan. 
3) Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang 












A. Gambaran Umum Kantor Pengadilan Agama Polewali 
1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali 
  Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali adalah merupakan 
kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dan 
Kalimantan Selatan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berlanjut 
sampai pada penjajahan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia, masa Pergolakan Revolusi Fisik eksistensi Peradilan Agama 
mengalami kemunduran dan ketidakpastian, padahal peran dan fungsi Peradilan 
Agama semakin terasa dan dibutuhkan masyarakat dengan banyaknya perkara 
yang diproses dan diperiksa oleh Pengadilan Agama. 
 Untuk menertibkan dan menciptakan kesatuan Badan Peradilan di 
Indonesia pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 
1951, namun dalam undang-undang tersebut belum jelas eksistensi Badan 
Peradilan Agama, maka atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah dan 
untuk menjamin kelangsungan Peradilan Agama pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Peraturan Pemerintah inilah yang 
menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 
1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan 
Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya 
pembentukan Pengadilan Agama Polewali. 
 Pengadilan Agama Polewali  berdiri dalam kondisi yang serba minim, 





Polewali, antara lain:  K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan 
K.H.Muchtar Badawi maka dimulailah  aktivitas pelayanan masyarakat dengan 
memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang ketika itu 
dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali. Kendati harus 
berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan 
masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal.Tahun 1979 
Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak 
di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu, Pengadilan 
Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas 
Ketua hingga tahun 1983. Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, 
maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang 
ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim 
definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin 
Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa 
lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya 
dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan 
Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, 
BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian 
Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali). 
Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga 
dibantu unsur kepaniteraan dan kesekertariatan, seperti: Husain Bachtiar sebagai 
Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin 
Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmjuddin BA, dan Syafruddin Sundding. 
 Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 





kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang semakin memperjelas 
tugas dan kewenang Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama 
Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka 
Departemen Agama Republik Indonesia kembali mengalokasi anggaran 
pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali. 
 Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, eksistensi 
Pengadilan Agama semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan 
seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah 
Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system). Undang-Undang 
Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa 
pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai 
dilaksanakan.paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan 
Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang peralihan tersebut. 
 Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka 
pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan 
anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah 
Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang 
bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di 
bawah komando Ketua  Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. Tanggal 13 Februari 2014 
Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat promosi dilantik sebagai Wakil Ketua 
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas I B, kemudian Ketua Pengadilan 
Agama Polewali dijabat oleh Drs.  Kamsin, M.H.  sampai tanggal 29 Setember 
2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki 
Ketua Pengadilan Agama Polewali . Di masa beliau dilakukan penataan pelayanan 





pegawai di  bawah komando Ketua TIM  ISO, H. A. Zahri, S.H, M.HI (Wakil 
Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi Pengadilan Agama 
Polewali setelah menjalani  audit eksternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh 
Lead Auditor Bpk. Muhamad Husendan Anggota Tim Ibu Yanita dari TCL 
(Transpacific Certification Limited) yang berpusat di Austaralia dinyatakan lulus 
atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO 9001 2015.1 
 Foto Ketua Pengadilan Agama Polewali dari periode tahun 1979 sampai 












2. Visi dan Misa Pengadilan Agama Polewali 
Visi : 
“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Bersih, Bermartabat dan 
Berwibawa Menuju Pengadilan Agama yang Agung”. 
                                                             
1Pengadilan Agama Polewali, “Sejarah Pengadilan Agama Polewali”, Situs Resmi 






















Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan 
baik.Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali 
menetapkan misi-misi sebagai berikut: 
1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 
2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 
4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan 
efisien. 
5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.2 








                                                             
2Pengadilan Agama Polewali, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali”, Situs 
Resmi PA.Pwl. http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22-15-40-36/profil/visa-dan-misi 





Berikut daftar nama Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Polewali:3 
Jabatan Nama Foto 
Ketua H. A. Zahri, S.H., M.H.I.  
Wakil Ketua ----  
Hakim 










Panitera Nasruddin, S.Ag.  
                                                             
3Pengadilan Agama Polewali, “Sejarah Pengadilan Agama Polewali”, Situs Resmi 
















Dra. Hj. Hasnawiyah 
 
Panitera Penggati 
Dra. Hj. St. Rukiah 
 
Chandra Wardana, S.H. 
 














I Tarida, S.H. 
 




Kasubag Umum & Keuangan 
 
 
Kasubag Kepegawaian & 
ORTALA 
Abdul Samad, S.H. 
 
Moh. Anshari, S.Kom. 
 
Misna Surya, S.H. 
 
Staff Rahmawati, S.H.  
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Polewali 
Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang 
menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana 
tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 
yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah 
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni: Menerima, memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 












8) Shadaqah dan 
9) Ekonomi Syari’ah. 
Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan 
Kehakiman menegakan Hukum dan Keadilan, dalam pelaksanaannya dijabarkan 
sebagai berikut: 
1) Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya 
2) Memeriksa perkara sesuai hukum acara yang berlaku 
3) Mengadili serta menyelesaikan perkara sesuai dengan  Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Polewali juga 
mempunyai tugas lainnya sebagai berikut: 
1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 
kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang 
Nomor 50 tahun 2009. 
2) Memberikan pelayanan penyelesaian Pertolongan Pembagian Harta 
Peninggalan (P3HP) diluar sengketa antara orang-orang yang beragama 
Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 





undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009. 
3) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 
deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya. 
4) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainya seperti penyuluhan hukum, dan 
sidang Itsbat ru’yatul hilal apabila ada yang mengajukan, memberikan 
pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum. 
 Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum 
masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006);  
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 
dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: 
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: 
Undang-Undang Nomor  4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). 
Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang; 
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 
kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi 
peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006); 
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan 





kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan 
memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 
lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan 
Bidang Umum);  
e. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 
tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila 
diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 
penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.4 
5. Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali 
Pengadilan Agama Polewali termasuk ke dalam Yurisdiksi Pengadilan 
Tinggi Agama Makassar yang wilayah yuridiksinya meliputi Kabupaten Polewali 
Mandar dan Kabupaten Mamasa. 






                                                             
4Pengadilan Agama Polewali, “Sejarah Pengadilan Agama Polewali”, Situs Resmi 
PA.Pwl. http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22-15-40-36/tugas-dan-pokok-fungsi/ 





Polewali Mandar (sering disingkat Polman) adalah salah satu Daerah 
Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia.Jumlah penduduk di kabupaten 
Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 
246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
Luas wilayah Polewali Mandar adalah 2.022,30 km2 dan secara 
administrasi Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan. Adapun batas-batas 
wilayahnya sebagai berikut: 
Sebelah Timur  : Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan  
Sebelah Barat : Kabupaten Majene  
Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene 










Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 
Barat, Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mamasa, sekitar 340 km dari Kota 
Makassar dengan Jumlah penduduk: 139.962 (2010), Luas: 3.006 km², dengan 
batas-batas:  





Sebelah Selatan  : Kabupaten Polewali Mandar,  
Sebelah Barat  : Kabupaten Mamuju,Kabupaten Majene,Kabupaten Polewali 
  Mandar  
Sebelah Timur  : Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Kabupaten 
Pinrang, Sulawesi Selatan.5 
B. Alasan Wali Nasab Menolak Menikahkan Calon Mempelai Perempuan 
Pada Pengadilan Agama Polewali. 
Kehendak seorang perempuan atau bakal calon mempelai perempuan 
dengan kehendak walinya sering mengalami perbedaan. Termasuk soal pilihan 
calon suami, ada yang sama-sama setuju atau mengijinkannya ada juga wali 
menolak pilihan anaknya karena orang tua memiliki pilihan yang lain atau karena 
alasan yang lain yang berifat prinsip. Dalam hal ini calon mempelai perempuan 
berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, agar Pengadilan 
Agama memeriksa dan menetapkan bahwa wali nasabnya telah adhal. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama 
Polewali menunjukkan data perkara permohonan penetapan Wali Adhal dari tahun 
2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
No. Tahun Jumlah Perkara 
1 2014 7 Perkara 
2 2015 3 Perkara 
3 2016 4 Perkara 
 Jumlah 14 Perkara 
 
                                                             
5Pengadilan Agama Polewali, “Sejarah Pengadilan Agama Polewali”, Situs Resmi 






Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara 
permohonan penetapan Wali Adhal pada Pengadilan Agama Polewali yang telah 
memperoleh putusan hakim dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah 14 
perkara. Jumlah tersebut jika dirinci dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
perkara penetapan Wali Adhal yang telah diputus adalah 7 perkara, pada tahun 
2013 sebanyak 3 perkara dan pada tahun 2016 sebanyak 4 perkara. 
Dari jumlah perkara permohonan penetapan Wali Adhal yang telah diadili 
dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Polewali sebagaimana yang dijelaskan 
sebelumnya, terdapat  beberapa alasan wali nasab menolak menikahkan anak 
perempuannya. Adapun alasan-alasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
No. Nomor Perkara Alasan Keterangan 
1 
206/Pdt.P/2014/PA.Pwl Karena biaya yang 
diminta oleh orang tua 
Pemohon tidak 




221/Pdt.P/2014/PA.Pwl Karena ayah kandung 
Pemohon tidak suka 
dengan pilihan Pemohon 
Dikabulkan 
3 





230/Pdt.P/2014/PA.Pwl Karena ayah Pemohon 
ingin menjodohkan 




506/Pdt.P/2014/PA.Pwl Karena wali Pemohon 
merasa tersinggung sebab 







517/Pdt.P/2014/PA.Pwl Karena ayah tidak 
bersedia menjadi wali dan 
malah menyuruh 
Pemohon ke Pengadilan 
Agama untuk 
mengajukan permohonan 
penetapan Wali Adhal.  
Dikabulkan 
7 
526/Pdt.P/2014/PA.Pwl Karena biaya yang 
diminta oleh orang tua 
Pemohon tidak 




083/Pdt.P/2015/PA.Pwl Karena ayah ingin 
pernikahan anaknya 
dilaksanakan di rumahnya 
sedangkan Pemohon 
ingin perkawinannya 




206/Pdt.P/2015/PA.Pwl Karena calon suami 
Pemohon duda beranak 




218/Pdt.P/2015/PA.Pwl Karena calon suami 
Pemohon duda beranak 





003/Pdt.P/2016/PA.Pwl Karena ayah 
menyarankan calon suami 
Pemohon mencari calon 







168/Pdt.P/2016/PA.Pwl Karena calon suami 




311/Pdt.P/2016/PA.Pwl Karena biaya yang 
diminta oleh orang tua 
Pemohon tidak 




564/Pdt.P/2016/PA.Pwl Ayah tidak merestui 
pernikahan Pemohon 
karena ayah memiliki 
pilihan lain  
Dikabulkan 
 Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pakteknya di Pengadilan agama, alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan 
calon mempelai perempuan6 adalah sebagai berikut: 
1. Wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah dan malah menyuruh calon 
mempelai perempuan agar mengajukan permohonan wali adhal ke 
Pengadilan Agama. 
2. Wali nasab tidak menyukai pilihan calon mempelai perempuan karena uang 
belanja yang dimintanya tidak disanggupi oleh calon mempelai laki-laki. 
3. Wali nasab ingin menjodohkan caon mempelai perempuan dengan 
kerabatnya. 
4. Wali nasab menginginkan agar calon mempelai perempuan melanjutkan 
kuliahnya. 
5. Wali nasab tidak menyukai calon mempelai laki-laki karena tidak memiliki 
pekerjaan tetap. 
                                                             





6. Wali nasab tidak ingin menikahkan calon mempelai perempuan jika bukan 
dengan laki-laki pilihannya. 
7. Wali nasab dalam hal ini ayah ingin jika pernikahan tersebut dilaksanakan 
di rumahnya, sedangkan calon mempelai perempuan ingin melakukan 
penikahannya di rumah ibunya. 
8. Wali nasab tidak suka dengan calon mempelai laki-laki karena sudah duda 
dan beranak 3. 
9. Wali nasab ingin agar calon mempelai laki-laki mencari pekerjaan terlebih 
dahulu. 
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan 
Permohonan Penetapan Wali Adhal 
Secara umum pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali 
adhal adalah kemaslahatan bagi para pihak.7  Dalam Praktek di Pengadilan 
Agama Polewali, secara umum pertimbangan-pertimbangan hukum yang 
digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Polewali dalam mengabulkan 
permohonan penetapan wali adhal8 adalah: 
1. Apabila antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah. 
Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dilarang untuk 
dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan perempuan disebabkan : 
1) Larangan perkawinan karena belainan agama. 
2) Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat. 
3) Larangan perkawinan karena hubungan susuan. 
4) Larangan perkawinan karena hubungan semenda. 
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5) Larangan perkawinan Poliandri. 
6) Larangan perkawinan terhadap perempuan yang di li’an 
7) Larangan perkawinan (menikahi) perempuan/laki-laki pezina. 
8) Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap perempun (bekas 
isteri yang ditalak tiga) 
9) Larangan kawin bagi laki-laki yang telah berisiteri empat. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dilarang untuk 
dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan apabila : 
a. Karena pertalian nasab 
1) Dengan seorang perempuan yang melahirkan/yang menurunkannya/ 
keturunannya. 
2) Dengan seorang perempuan keturunan ayah/ibu 
3) Dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya 
b. Karena pertalian kerabat semenda, antara lain : 
1) Dengan seorang perempuan yang melahirkan istrinya/bekas istrinya. 
2) Dengan seorang perempuan bekas istri orang yang menurunkannya. 
3) Dengan seorang perempuan keturunan istri/bekas istrinya, kecuali 
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas iatrinya itu qabla 
addukhul. 
4) Dengan seorang perempuan bekas isteri keturunannya. 
c. Karena pertalian sesusuan, antara lain : 
1) Dengan perempuan yang menyusuianya seterusnya menurut garis 
lurus ke atas. 
2) Dengan seorang perempuan sesusunan dan seterusnya menurut garis 





3) Dengan seorang perempuan saudara sesusuan dan kemenakan 
sesusuan ke bawah. 
4) Dengan seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 
atas. 
5) Dengan anak yang disusu oleh isterinya dan keturunannnya. 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan 
seorang perempuan karena keadaan tertentu : 
1. Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 
dengan laki-laki lain. 
2. Karena perempuan yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah 
dengan laki-laki lain. 
3. Karena perempuan tersebut tidak beragama Islam atau laki-laki tersebut 
tidak beragama Islam. 
1) Seorang laki-laki dilarang memadu isterinya dengan seorang perempuan 
yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya : 
a.  Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. 
b. Perempuan dengan bibinya atau kemenakannya 
2) Larangan tersebut pada ayat (1) btetap berlaku meskipun isteri-isterinya 
telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah seorang laki-laki 
dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki tersebut 
sedang mempunyai 4 ( empat) orang istri yang keempat– empatnya masih 
terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’I ataupun salah 
seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang lainnya 
dalam masa iddah talak raj’i. 





a) Dengan perempuan bekas istrinya yang ditalak tiga kali. 
b) Dengan seorang perempuan bekas istrinya yang dili’an. 
b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi 
telah kawin dengan laki-laki lain. Kemudian perkawinan tersebut putus 
ba’da ad-duhul dan telah habis masa iddahnya. 
2.  Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki 
harus telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Selain itu bila calon 
mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang 
tua. Batas umur yang diatur dalam peraturan perundang– undangan ini 
dengan maksud bahwa calon suami istri tersebut telah masak jiwa raganya 
untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan 
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan 
antar suami istri yang masih di bawah umur. Selain itu suatu perkawinan juga 
harus didasari dengan adanya persetujuan antara kedua mempelai. 
3. Pertimbangan dari segi status calon mempelai laki-laki. 
a.  Untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan wali adhal dan 
memberikan izin kawin bagi kedua calon mempelai dengan menggunakan 
wali hakim sebagai wali nikah maka hakim Pengadilan Agama akan 
meneliti terlebih dahulu status dari calon mempelai laki–laki, apakah 
sudah mempunyai istri atau dalam status bujangan. Dan apabila ternyata 
calon mempelai laki-laki sedang terikat perkawinan dengan perempuan 
lain dan ia bermaksud berpoligami maka harus ada izin terlebih dahulu 





ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 56 
kompilasi hukum Islam yang intinya adalah bahwa suami yang hendak 
beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. 
Tanpa adanya izin dari pengadilan Agama, maka perkawinan dengan istri 
kedua, ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah 
ada izin poligami dari pengadilan Agama maka barulah akan dilakukan 
pemeriksaan terhadap permasalahan wali adhal. 
b. Untuk mengabulkan seluruh permohonan penetapan wali adhal maka 
hakim juga akan mempertimbangkan apakah calon mempelai laki-laki 
telah mempunyai pekerjaan atau belum. Namun apabila ternyata calon 
mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan, hakim bisa 
mengabulkan permohonan tersebut karena pada dasarnya pekerjaan itu 
bisa didapat setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan adanya 
penetapan bahwa wali telah adhal maka kedua mempelai bisa 
melangsungkan perkawinan dengan bantuan wali hakim, Akan tetapi 
apabila antara kedua calon mempelai terdapat larangan untuk dilakukan 
perkawinan dan tidak memenuhi syarat-syarat atau pertimbangan untuk 
dikabulkan suatu permohonan penetapan wali adhal seperti yang telah 
diuraikan diatas maka hakim akan menolak pemohonan penetapan wali 
adhal yang diajukan kepadanya. 
D. Pandangan Hukum Islam tentang Wali Adhal 
1. Pendapat Mazhab Maliki 
Dalam Mazhab Maliki, ada kecendrungan sama dalam menyampaikan 
pendapatnya mengenai wali aḍhal ini dengan Mazhab Syafi’i, dalam pendapatnya 
kalangan maliki menyatakan “Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau 





pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh 
(wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya 
kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai 
sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut 
kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali 
membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim 
bertindak untuk mengawinkannya.”9 
Dengan dapat diperoleh kesimpulan umum, bahwa dalam Mazhab Maliki 
bagaimana problema dan penyelesaian wali aḍhal tentu melihat seorang hakim, 
dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan 
penyelasiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap aḍhalnya. 
2. Pendapat Mazhab Hambali 
 Di dalam Mazhab Hambali diceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa 
beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali aḍhal. Di satu riwayat, 
bahwa wali yang aḍhal terutama yang aḍhal itu adalah wali aqrab, maka dengan 
demikian perwalian berpindah kepada wali ab’ad, sedang di sisi yang lain 
menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim. 
Upaya penyelesaian wali aḍhal telah ditanggapi oleh kalangan mazhab 
Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di 
antara mereka. Walau demikian Syeh Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana dalam 
keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat Hanabilah mengenai wali 
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aḍhal ini, pendapat beliau: “Apabila ada seseorang yang mempunyai hak 
perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah 
ia cintai, dan dengan memberi mahar dan dia telah mencapai umur sembilan belas 
tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai 
keadannya wali terhadap maulanya dan bila wali itu aḍhal maka perwalian 
berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan 
atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun 
bukan mujbir.”10 
Demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali aḍhal 
berikut upaya penyelesaiannya. Kiranya dari keterangan tersebut dapat di peroleh 
kesimpulan bahwa dalam mazhab Hambali dalam hal ini ulamanya cendrung 
dalam proses dan penyelesaian wali aḍhal dengan melalui seorang hakim, dan 
hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang 
bersangkutan tetapi dalam keaḍhalannya. Namun demikian ada di antara mereka 
yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali aḍhal dengan melalui wali kerabat 
yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim 
setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali. 
3.  Pendapat Mazhab Hanafi 
Di dalam mazhab Hanafiah juga telah di dapati keterangan mengenai wali 
aḍhal tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di ungkapkan di sini 
adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut. Sebagaimana di ungkapkan 
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oleh Abdurrahman Al-Jaziri melalui kitabnya bahwa menurut ulama mazhab 
Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari 
kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, 
maka jalan penyelesaianya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali 
yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya 
tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali 
ab’ad.11 
4. Pendapat Mazhab Syafi’i 
Pembahasan mengenai problema wali aḍhal berikut penyelesaiannya di 
dalam mazhab Syafi’I kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) 
sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim 
selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang 
untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi aḍhal 
tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantintisipasi dan 
penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa atau 
hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali aḍhal tersebut 
sebagai pihak yang diperlukan tidak adil atau rugikan. 
Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali aḍhal tampak pada 
ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi’i yakni Imam Jalaluddin Al-Mahali yang 
antara lain menerangkan “Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang 
wali itu aḍhal adalah di muka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak 
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untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya 
berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk 
memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di 
hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk 
mengantisipasi wali aḍhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia 
mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali aḍhal.” 
Dari ulasan tersebut semakin terang, bahwa langkah awal yang di sajikan 
ulama fiqih dalam menghadapi wali aḍhal tersebut, yakni melalui hakim agar wali 
yang bersangkutan menarik kembali taubat dari aḍhal-nya, bagaimanapun langkah 
awal tersebut dapat di pahami sebagai wujud dari analogi terhadap sejarah masa 
lalunya, yaitu sejarah wali aḍhal yang terjadi pada masa Rasulullah saw, dan 
pelakunya adalah Ma’qil Ibnu Yasar. 
Demikian bila terjadi pembangkangan dari wali aḍhal ini, artinya cara 
awal yang ditempuh hakim belum dapat diantisipasi sikap ke aḍhalan-nya wali 
tersebut. Menurut Madzhab ini, maka hakim yang telah mengawinkan atas diri 
maula dari wali aḍhal tersebut atau mewakilkan kepada orang lain untuk 
mengawinkan. 
Dalam keterangan yang lain Imam Syafi’i menjelaskan bahwa 
perpindahan wali pergantian wali atas diri wali aḍhal kepada hakim. Ini terjadi 
manakala yang aḍhal itu dari wali dekat aqrab. Sedang wali yang lain yaitu wali 
yang ab’ad tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditangguhkan karena 





beliau melalui keterangan “Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang 
dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan 
maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang 
berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan dan 
pembuktian oleh hakim. Diantaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai 
wali yang aḍhal tersebut, kalau saja ghaib maka beralih mengenai pihak yang 
melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya dan telah 
membenarkan laporan tersebut maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan 
wali yang lebih dekat wali aqrab dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim 
mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk 
mengawinkan?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan , maka hakim harus 
memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si 
perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada 
mereka untuk mengawinkannya. Dan kalau pun hakim tidak memerintahkan 
mereka terlebih dahulu, hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, 
karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk 
mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga 
akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.” 
Demikianlah penjelasan dari mazhab Syafi’i berikut para ulama’ 
pengikutnya mengenai problema wali aḍhal berikut upaya penyelesaiaannya, dan 
dari penjelasan tadi atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Syafi’i 
wali aḍhal akan tampak dan nyata sebagai  suatu problema dalam perwalian, 





mengenai ke aḍhal-nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar 
perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut 
ke aḍhal-nya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan kalau 
saja dia masih mencegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk 
menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.12 
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P E N U T U P 
A. Kesimpulan 
1. Alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan di 
Pengadilan Agama karena wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah dan 
malah menyuruh calon mempelai perempuan agar mengajukan permohonan 
wali adhal ke Pengadilan Agama, wali nasab tidak menyukai pilihan calon 
mempelai perempuan karena uang belanja yang dimintanya tidak disanggupi 
oleh calon mempelai laki-laki, wali nasab ingin menjodohkan caon mempelai 
perempuan dengan kerabatnya, wali nasab menginginkan agar calon 
mempelai perempuan melanjutkan kuliahnya, wali nasab tidak menyukai 
calon mempelai laki-laki karena tidak memiliki pekerjaan tetap, wali nasab 
tidak ingin menikahkan calon mempelai perempuan jika bukan dengan laki-
laki pilihannya, wali nasab dalam hal ini ayah ingin jika pernikahan tersebut 
dilaksanakan di rumahnya, sedangkan calon mempelai perempuan ingin 
melakukan penikahannya di rumah ibunya, wali nasab tidak suka dengan 
calon mempelai laki-laki karena sudah duda dan beranak 3, serta wali nasab 
ingin agar calon mempelai laki-laki mencari pekerjaan terlebih dahulu. 
2. pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di 
Pengadilan Agama Polewali dalam mengabulkan permohonan penetapan wali 
adhal adalah sebagai berikut: 
a. Apabila antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, 
menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. 
b. Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur.menurut Undang-Undang 





melangsungkan perkawinan seorang pria harus telah berumur 19 tahun 
dan wanita 16 tahun. Selain itu bila calon mempelai belum mencapai 21 
tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua. 
c. Pertimbangan dari segi status calon mempelai laki–laki.Dalam hal status 
calon mempelai pria yang telah memiliki isteri atau terikat perkawinan 
dengan wanita lain dan ia bermaksud berpoligami maka harus ada izin 
terlebih dahulu untuk berpoligami dari Pengadilan Agama. Dalam hal 
status calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan atau belum. 
Namun soal Pekerjaan bukan syarat mutlak untuk dipenuhi, karena 
pekerjaan dapat dipenuhi setelah dilakukan perkawinan. 
3. Pandangan hukum Islam tetang wali adhal berdasarkan 4 mazhab 
Menurut Mazhab Maliki bagaimana problema dan penyelesaian 
wali aḍhal tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban 
menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelasiannya bila dalam wali 
yang bersangkutan tetap dalam sikap aḍhalnya. 
Menurut Mazhab Hambali ulamanya cendrung dalam proses dan 
penyelesaian wali aḍhal dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang 
tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetapi 
dalam keaḍhalannya. Namun demikian ada di antara mereka yang 
berpendapat lain, yakni penyelesaian wali aḍhal dengan melalui wali kerabat 
yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke 
hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali. 
Menurut Mazhab hanafi  wali adhal dengan wali yang ghaib 
meiliki kesamaan yaitu sulit memukan atau mendatangkan pada saat 
pernikahan ananknya. Dan perwalian wali aqrab nya tidak pindah kepada 





Menurut mazhab Syafi’i wali aḍhal akan tampak dan nyata sebagai  
suatu problema dalam perwalian, manakala telah dihadapkan dan dibuktikan 
oleh hakim yang menanganinya mengenai ke aḍhal-nya, hakim berkewajiban 
untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama 
dengan intruksi untuk mencabut ke aḍhal-nya yaitu dengan sanggup 
melangsungkan perkawinannya, dan kalau saja dia masih mencegah atau 
membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua 
yaitu penggantian wali 
B. Implikasi Penelitian  
1. Kepada masyarakat khususnya kepada orang tua atau keluarga yang nantinya 
akan menjadi wali nikah bagi anak prempuannya atau kerabat perempuannya 
agar memperhatikan haknya sebagai wali untuk tidak menghalangi anak 
perempuannya yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya apa bila ia 
telah memenuhi syarat dalam hukum Islam dan telah sekufu. Dan janga pula 
orang tua menjadi penghalang bagi anaknya untuk menikah dengan alasan-
alasan yang tidak dibenarkan dalam agama. 
2. Hendaknya Pengadilan Agama dalam Hal ini Majelis Hakim dalam 
memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yang berkaitan dengan masalah 
penetapan wali adlal hendaknya memberikan penjelasan dan mengusahakan 
agar orang tua dan anak perempuannya dapat bermusyawarah dan berdamai 
sebelum putusan wali adlal dijatuhkan. Sehingga orang tua atau wali nasab 
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